BAB 1V
PENUTUP
4.1. Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia mengkualifikasikan orang yang
mengidap eksibisionisme sebagai orang yang memiliki kemampuan
bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun dalam
beberapa peraturan perundang-undangan secara tidak langsung mengatur
perbuatan tersebut, namun yang perlu diingat bahwa perbuatan tersebut
dilatarbelakangi oleh jiwanya yang sakit. Hal tersebut bisa disimak dalam
ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa
orang yang jiwanya cacat atau terganggu tidaklah dapat dipidana. Kedua,
bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dalam hal ini kuranglah tepat,
karena sesungguhnya pidana penjara tersebut hanya memberikan
kepuasan terhadap korban tapi tidak memberikan perbaikan terhadap
pelaku. Rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan merupakan
alternative atau bahkan tambahan sanksi tindakan agar pelaku tidak
mengulanginya kembali. Sebagai bahan perbandingan Pasal 63 German
Criminal Code tidak memberikan sanksi pidana penjara terhadap orang
yang tidak mampu untuk bertanggungjawab

Konsep pemidanaan yang paling tepat bagi pelaku eksibionisme
adalah dengan memberikan pidana tindakan berupa treatment atau
rehabilitasi. Dasar pertimbangan perlunya rehabilitasi dalam kebijakan
penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kelainan seksual yang
melakukan tindak pidana pencabulan adalah:

1. Pelaku kelainan seksual dapat dikategorikan sebagai seseorang yang
menderita terganggu jiwanya karena penyakit oleh karenanya Pasal
44 KUHP dapat diterapkan.

2. Ketentuan Pasal 44 KUHP mengatur terhadap pelaku tidak dipidana,
melainkan dimasukan dalam Rumah Sakit Jiwa. Sebagai bentuk
rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial,
sebagai satu bentuk treatment.

3. Hukum positif di indonesia belum mengatur mengenai penanganan
tindak pidana penyimpangan seksual dengan dasar kelainan
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kejiwaan. Penderita kelainan seksual ini membutuhkan suatu
treatment bukan punishment. Selama belum ada payung hukum,
maka peran hakim yang berpandangan progresif sangat diperlukan
dalam pennaggulangan kasus seperti ini

4.2. Saran

Menurut penulis pemerintah perlu mengkonstruksi hukum poistif,
yaitu regulasi mengenai penanganan tindak pidana penyimpangan seksual
dengan dasar kelainan kejiwaan dengan memasukan sanksi pidana
tindakan berupa treatment atau rehabilitasi, yaitu tindakan yang bersifat
memulihkan untuk pelaku pidana tindak pidana tersebut, sanksi treatment
atau tindakan bisa berupa rehabilitasi.

Perlunya sanksi treatment atau tindakan seperti rehabilitasi untuk
pelaku tindak penyimpangan seksual dengan dasar kelainan kejiwaan ini
sejalan dengan kaidah konsep keadilan didalam konsep pemidanaan,
Pemberian pidana harus diberikan dengan menyesuaikan dengan keadaan-
keadaan yang berlaku. Sehingga kefektifan serta kemanfaatan pemidanaan
dapat tercapai.
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